SANGADI DUMAGIN A
KECAMATAN PINOLOSIAN TIMUR
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PERATURAN DESA DUMAGIN A
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUMAGIN A
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI DUMAGIN A,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10
Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES),
Sangadi menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana
dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati

bersama Badan Permusyawaratan Desa,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2019:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di
Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5233);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558),
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10.

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 ):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 552);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
537), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke
Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1970);
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11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017
Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap
Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa
Setiap Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1884)

12, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017
Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

13.  Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDES) (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 15);

14.  Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun
2017 Nomor 116);

Dengan persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUMAGIN A
dan
SANGADI DUMAGIN A
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA DUMAGIN A TAHUN 2019

BAB |
PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa Dumagin A

2. Sangadi adalah Sangadi Dumagin A Kecamatan Pinolosian Timur

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh
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Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah

lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagal unsur penyelengaraan
Pemerintahan Desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan vang dibuat
oleh BPD bersama Sangadi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat
APBDes, adalah himpunan pendapatan yang diperoleh oleh Desa dan

pembelanjaan yang dilakukan oleh desa selama satu tahun berjalan
yang ditetapkan oleh Sangadi.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota dan
digunakan untuk  membiayai

penvelenggaraan

pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

10. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diberikan ke

desa berdasarkan rumus penghitungan sesuai ketentuan yang berlaku

untuk dikelolah oleh Pemerintah Desa secara otonom berdasarkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
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BAB I
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp. 1.324.011.315,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 298.219.500,00

b. Bidang Pembangunan Rp. 917.651.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 87.186.815,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 20.954.000,00
e. Bidang Tak Terduga R s s i s’
Jumlah Belanja Rp. 1.324.011.315,00

Surplus/Defisit Rp.

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan |4 o P

b. Pengeluaran Pembiayaan B lasaaae e )

Selisih Pembiayaan (a—b)) RpPeiiie
Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 2, berupa Rincian Struktur Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4

Sangadi menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDes.
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BAB 111
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Ketentuan mengenai pendapatan desa, belanja desa terkait penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan desa sebagaimana dimaksud

pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.
Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dumagin A

Ditetapkan di : Desa Dumagin A
Mei 2019

Diundangkan di : Desa Dumagin A
: %] Mei 2019

LEMBARAN DESA DUMAGIN A TAHUN 2019 NOMOR

4
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